
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.318, 2017 KEMTAN. Ternak Ruminansia Besar ke dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia. Pemasukan. 
Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 02/PERMENTAN/PK.440/2/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 

49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK 

RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH  

NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan 

Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia, dalam perkembangannya perlu 

dilakukan penyempurnaan antara lain jangka waktu 

pemenuhan rasio, spesifikasi Ternak Ruminansia Besar, 

dan masa berlaku Rekomendasi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/ 

2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke 

dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3482); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5619); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang  

Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4002); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang 

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5543); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang  

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 
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9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ 

OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan 

Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina 

dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 94/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Tempat 

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit 

Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 428);  

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ 

HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian 

Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1323); 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ 

PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia 

Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1553); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 

49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN 

TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA. 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.318 -4- 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan 

Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1553) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, harus 

mencantumkan jumlah Indukan dan Bakalan yang 

akan dimasukkan dengan rasio perbandingan: 

a. jumlah Indukan dan Bakalan minimal 1:5 ekor, 

bagi Pelaku Usaha; dan 

b. jumlah Indukan dan Bakalan minimal 1:10 

ekor, bagi Koperasi Peternak dan Kelompok 

Peternak. 

(2) Pemenuhan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan secara bertahap paling lambat bulan 

Desember tahun 2018. 

(3) Audit untuk pertama kali dilakukan pada bulan 

Desember tahun 2018 dan untuk audit selanjutnya 

dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.  

 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk sapi Bakalan 

dan kerbau Bakalan sebagai berikut: 
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